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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai kasus pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia terhadap Netflix

yang telah diputuskan sengketanya oleh KPPU melalui Putusan KPPU No. 08/KPPU-1/2020. Metode

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian berbasis bahan pustaka dan

wawancara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kesesuaian tindakan pemblokiran tersebut

dengan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha mengenai praktik diskriminasi. Skripsi ini

juga akan membahas mengenai kesesuaian justifikasi yang diberikan oleh Telkom Indonesia atas tindakan

pemblokiran terhadap Netflix dengan UU Persaingan Usaha serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari

Telkom Indonesia sebagai <em>Internet Service Provider </em>(ISP). Tindakan pemblokiran yang

dilakukan oleh Telkom Indonesia didasarkan oleh alasan ketidaksesuaian konten yang disediakan Netflix

dengan norma yang ada di Indonesia (terdapat unsur pornografi) serta belum adanya kerja sama antara

Telkom Indonesia dan Netflix berkaitan dengan penyediaan jasa internet. Tindakan pemblokiran yang

dilakukan oleh Telkom Indonesia memenuhi unsur-unsur dari Pasal 19 huruf D UU Persaingan Usaha.

Tindakan tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat karena memunculkan

<em>barrier to entry </em>bagi Netflix sebagai platform OTT dalam pasar bersangkutan pengguna Telkom

Indonesia. Justifikasi yang diberikan oleh Telkom Indonesia atas tindakan tersebut tidak sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai (ISP) dan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Netflix

sebagai platform OTT belum dapat diwajibkan untuk melakukan sensor karena belum ada peraturan

pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban platform OTT untuk melakukan sensor melalui

Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. Adanya batasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan platform

OTT dapat mencegah terjadinya bentrokan seperti yang terjadi antara Telkom Indonesia dengan Netflix.

......This thesis discusses the case of the blocking action taken by Telkom Indonesia against Netflix, which

was resolved by the KPPU through KPPU Decision No. 08/KPPU-1/2020. The research method used is

normative juridical by conducting research based on library materials and interviews. The issues discussed

in this thesis include the conformity of the blocking action with the elements in Article 19 letter d of the

Antitrust Law regarding discriminatory practices. This thesis will also discuss the justification provided by

Telkom Indonesia for the blocking action against Netflix in relation to the Business Competition Law, as

well as the authority, main duties, and functions of Telkom Indonesia as an Internet Service Provider (ISP). 

Telkom Indonesia's blocking action was based on the reasons that the content provided by Netflix was not in

accordance with existing norms in Indonesia (contained elements of pornography) and the lack of

cooperation between Telkom Indonesia and Netflix concerning the provision of internet services. The

blocking action taken by Telkom Indonesia fulfills the elements of Article 19 letter d of the Antitrust Law.

This action causes unhealthy business competition by creating a barrier to entry for Netflix as an OTT
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platform in the relevant market for Telkom Indonesia users. The justification provided by Telkom Indonesia

for this action is not in accordance with its main duties and functions as an ISP and violates the provisions of

Article 19 letter d of the Antitrust Law. Netflix as an OTT platform cannot yet be required to conduct

censorship as there is no specific implementing regulation governing the obligation of OTT platforms to

conduct censorship through the Indonesian Film Censorship Board (LSF). The existence of clear legal

boundaries for the operation of OTT platforms can prevent conflicts like the one that occurred between

Telkom Indonesia and Netflix.


